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ABSTRAK :  - Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Insentif 
Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
141/PMK.07/2019, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang 
Pengelolaan Dana Insentif Daerah. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN 
No.4916), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah 
diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), PP 24 Tahun 
2018 (LN Tahun 2018 No.90, TLN No.6215), Perpres RI 42 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 
No.74), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 
217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), 
Permenkeu RI 35/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No.377), Permenkeu RI 
141/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No.1180). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Alokasi DID diberikan kepada Daerah yang memenuhi kriteria utama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan memenuhi ketentuan sebagai berikut: paling kurang 
mendapat nilai baik (B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), mendapatkan 
penilaian oleh kementerian/lembaga nonkementerian terkait sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1), dan paling kurang mendapatkan nilai 95 untuk penilaian kategori 
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagamana dimaksud dalam Pasal 11A. DID 
diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan termasuk digitalisasi pelayanan 
pendidikan dan kesehatan dan pemulihan dan pemberdayaan perekonomian daerah 
termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, 
ketentuan mengenai pengelolaan DID Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 
Insentif Daerah. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan diundangkan pada 
tanggal 27 Oktober 2020. 

  - Lampiran: halaman 13-17. 

 


